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  BUPATI KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

NOMOR                           TAHUN  2022 

 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

   
 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 4245); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah 

beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4 Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
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Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoensia Nomor 4027); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  4576); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5272);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 

2007); 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah 

Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 34). 

     

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAIMANA 

dan  

BUPATI KAIMANA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangaan  
memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Arus Kas; 

c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a sebagai berikut : 

 
a. Pendapatan Rp. 994.239.694.299,98   

b. Belanja   Rp. 954.141.844.457,00   

 Surplus       Rp         40.097.849.842,98 

c. Pembiayaan     

 - Penerimaan Rp. 102.136.761.882,80   

 - Pengeluaran  Rp. 0,00   

 Pembiayaan Neto   Rp 102.136.761.882,80 

d. SiLPA Tahun 
Berjalan 

  Rp 142.234.611.725,78 

 

Pasal 3 

 

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 
Rp2.077.167.546,02 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran Pendapatan 
setelah perubahan  

Rp    996.316.861.846,00 

b. Realisasi  Rp    994.239.694.299,98 

 Selisih lebih/(kurang)      Rp        2.077.167.546,02 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
Rp144.591.456.608,00 dengan rincian sebagai berikut : 

   

a. Anggaran Belanja Setelah 
Perubahan  

Rp     1.098.733.301.065,00 

b. Realisasi  Rp         954.141.844.457,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp         144.591.456.608,00 

 
 

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah 

Rp(62.318.589.376,02)  dengan rincian sebagai berikut : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

a. Surplus/Defisit Setelah 

Perubahan    

(Rp       102.416.439.219,00) 

b. Realisasi   Rp        40.097.849.842,98 

 Selisih lebih/(kurang)  (Rp         62.318.589.376,00) 

   



 8 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah 

Rp279.677.336,20 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Penerimaan 

 
 

 
 

b. Pengeluaran 

 
 
 

 

 

 

Pasal 4 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 
sebagai berikut : 

 

a. Saldo Awal Kas   

     per 1 Januari 2021 Rp 110.682.906.111,00 

b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp         268.092.516.724,98  

c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi (Rp       227.994.666.882,00) 

d. Arus Kas dari Aktifitas  

Pembiayaan Rp                                0,00 

e. Arus kas dari Aktifitas Transitoris (Rp          4.296.328.452,00) 

f. Kenaikan / (Penurunan) Kas Rp  35.801.521.390,98 

g. Total Saldo awal Kas Rp           110.682.906.111,00 

h. Koreksi Silpa (Rp       34.212.370,00) 

i. Saldo Akhir di LAK  

      31 Desember 2021 Rp         146.450.315.131,98 

  

1). Setelah perubahan Rp   102.416.439.219,00 

2). Realisasi  Rp   102.136.761.882,80 

 Selisih 
lebih/(kurang) 

Rp          279.677.336,20 

1). Setelah perubahan Rp                         0,00 

2). Realisasi   Rp                        0,00 

 Selisih 

lebih/(kurang) 

 Rp                        0,00 
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Pasal 5 

 

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c sebagai 
berikut : 

 

a. Jumlah Aset        Rp   2.169.961.095.555,82 
b. Jumlah Kewajiban      Rp          4.368.676.333,20 

c. Jumlah Ekuitas Dana   Rp   2.165.592.419.222,62 
 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
d sebagai berikut : 

 

a. Pendapatan - LO Rp.     893.621.401.987,65    

b. Beban   Rp. 739.295.160.124,82    

 Surplus/Defisit 
dari Operasi 

  Rp 154.326.241.862,83  
 

      

c. Kegiatan Non Operasional   

 - Surplus Rp. 0,00   

 - Defisit (Rp. 6.179.496.700,00)   

 Surplus/Defisit 
dari kegiatan Non 
Operasional 
 

  (Rp 6.179.496.700,00) 

d. Surplus/Defisit – 
LO 

  Rp  148.146.745.162,83  
 

Pasal 7 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut : 

 
a. Saldo Anggaran 

Lebih Awal 
Rp. 102.416.439.219,80   

b. Penggunaan SAL Rp. 102.136.761.882,80  

 Sub Total   Rp        279.677.337,00 

  

 
c.SILPA/SIKPA  Rp. 142.234.611.725,78 

 
  

       Sub Total    Rp  142.514.289.062,78  
 

d. Koreksi Kesalahan 
Pembukuan Tahun 
sebelumnya 

 Rp.       83.851.277,00   

e. Lain-lain  (Rp     363.528.614,00)   

Saldo Anggaran Lebih 
Akhir 

    
Rp 

 
142.234.611.725,78 

 

Pasal 8 
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Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf f sebagai berikut : 
Ekuitas Awal    Rp. 2.703.967.754.600,68 

Surplus/Defisit – LO   Rp.    148.146.745.162,83 
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAH 
MENDASAR : 

Koreksi ekuitas lainnya         (Rp.    686.522.080.540,89)     
Ekuitas Akhir    Rp. 2.165.592.419.222,62 

 
Pasal 9 

 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 
huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas 
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca. 

 

Pasal 10 

 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 
 

A Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran 
B Lampiran  I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi 
C Lampiran  I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan. 

D Lampiran  I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan. 
E Lampiran  I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Rangka Pengelolaan Keuangan 
Negara 

F Lampiran  II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih 
G Lampiran  III : Laporan Operasional  

H Lampiran  IV : Laporan Perubahan Ekuitas 
I Lampiran  V : Neraca 
J Lampiran  VI : Laporan Arus Kas 

K Lampiran  VII : Catatan Atas Laporan Keuangan  
L Lampiran  VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
M Lampiran  IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak 

Tertagih. 
N Lampiran  X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir. 
O Lampiran  XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah 
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P Lampiran  XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah  

Q Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 
R Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan 

S Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
T Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan 

U Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek 
V Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
W Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran berikutnya  

X Lampiran XX :  Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah. 
 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 

1 ayat (2) Laporan Kinerja yang tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah ini. 
  

Pasal 12 
 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertnggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 
Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

 Ditetapkan di Kaimana 
 Pada Tanggal      JUNI 2022 

 

  BUPATI KAIMANA 
 

 
 
  FREDDY THIE 

 
Diundangkan di Kaimana 
Pada Tanggal                  2022 

 
         SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
 

              DONALD R. WAKUM 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA  TAHUN  2022  NOMOR  : 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA     

BARAT  (      /2022) 


